
DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Arfianto, A.E.W. & Balahmar ., 2014 . Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pembangunan, Lukman offset : Bandung. 

Komarudin, 1974. Ensiklopedia manajemen. Bumi aksara: Jakarta 

Nurcholis, Hanif. 2003. Kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi. 

Elekmedia Komputindo : Jakarta. 

--------------------., 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

Grasindo : Jakarta. 

Sugiono. 2012. Metode penelitian Kualitatif  kuantitatif dan R&D. Alfabeta : 

Bandung 

----------., 2013. Penelitian kualitatif. Bumi aksara : Jakarta. 

Soekanto, Sorjono. 2002. Teori Peranan. Bumi Aksara : Jakarta 

-----------------------., 2009. Sosiologi suatu pengantar. Rineka Cipta : Jakarta 

Suyanto, Bagong & Karnaji. 2005. Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. 

Airlangga University Press : Surabaya.  

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi desa. Raja Grafindo Persada : Jakarta . 

Thoha, Miftah. 2011. Birokrasi Indonesia di Reformasi. Kencana : Jakarta 

Usman Husaini, Akabar S.p., 2011. Pengantar Statistik. Bumi Aksara : Jakarta 

Widya Wicaksono. Kristian., 2006. Administrasi dan Birokrasi. Graha Binu : 

Yogyakarta 

Arfianto, A.E.W. & Balahmar, A.R.U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pembangunan 

Ekonomi Desa. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1: 47-56. 

Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 

No. 2, Juni 2010: 133-149. 

Eko, S., et al. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum 

Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). 



Budiono, Puguh. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu 

dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Dalam Jurnal Politik Muda 

(JPM), Volume 4, Nomor 1, Januari-Maret 2015.  

Chamber, Robert. 1987. Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang.Jakarta: 

Lp3es.  

 

Referensi lainnya: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha 

Milik Desa.  

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 5 Tahun 2011 

 

 
 


